104

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief, Barda Narawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kegahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Adam Chazawi dan Ahmad Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, Rga Grafindo,
Jakarta, 2005.

Basuki, Sulistyo, Metode Penelitian, Penaku, Jakarta, 2010.
Chazawi, Adam, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
, Kgjahatan Mengenai Pemalsuan. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi
dalam Konteks KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia Edis Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
2016.

Hanitijo. Ronny, Metodologi Penelitan Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1998.

Harahap, Muhammad Y ahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP,
Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendeketan Hukum
Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

J. Van Kan dan J.H Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Moh. O
Masduki, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997
Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
, Asas — Teori — Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.



105

, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina
Aksara, 1993.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985.

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara
Pidana, Bagian Umum, Dan Penyidikan, Liberty, Y ogyakarta, 1984.

Nugroho, Hibnu, Intergralisas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,
Media Prima Aksara, Jakarta, 2012

Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, 2003.

Simanjuntak, Nikolas, Acara Pidana Indonesia Dalam Srkus Hukum, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2009.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1981.

, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo,
Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan
Sngkat, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Soesilo, R, Kriminalistik (1lmu Penyidikan Kegjahatan), Politeia, Bogor, 1989.

Sudarto, Hukum Pidana 1A-1B, Fakultas Hukum Jendera Soedirman, Purwokerto,
1990/1991.

Sunarso, Siswanto, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2005.

Utomo, Warsito Hadi, Hukum Kepolisian Di Indonesia, LPIP Pers, Jakarta, 2002.
Jurnal:
Hibnu Nugroho. Merekonstruks Sstem Penyidikan Dalam Peradilan Pidana (Studi

Tentang Kewenangan Penyidik Menuju Pluralisme Sstem Penyidikan di
Indonesia). Jurnal Hukum Pro Justiti, Vol. 26, No. 1, Januari, 2008.



106

Sahuri Lasmadi. Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana
Korupsi Pada Perspektif Sstem Peradilan Pidana. Jurna 1lmu Hukum, Vol.
2, No. 3, Juli, 2010.

Ronad F.C Sipayung. Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang No 7 Tahun
2011 Tentang Mata Uang. USU Law Journal, Vol. 4, No. 3, Juni 2015.

Andre Johanes Wattie. Sfat Eksepsional Tertangkap Tangan Dalam Penangkapan Pelaku
Tindak Pidana. Lex Crimen VVal. 4, No 5, Juli 2015.

Randy Ferdian Nugraha. Teknik Penyidik Dalam Mencari Barang Bukti Hasil Tindak
Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Polresta Padang. Jurnal
[Imu Hukum, Vol. 1, No. 1. Maret 2016.

Muhammad Schinggyt Tryan P, Nyoman Serikat Putrgjaya, Pujiyono. “Tinjauan Yuridis
Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan
Pidana”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, Oktober 2016,

Agus Arif Wijayanto. Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia.
Jurnal Hukum KhairaUmmah Vol. 12 No.4, Desember 2017

Per atur an Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. UU
No 8 Tahun 1981. LN No 76 Tahun 1981. TLN. No. 3209.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. UU No 2 Tahun 2002. LN No. 2 Tahun 2002. TLN.
No. 4168.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. UU No 7.
Tahun 2011. LN No. 64 Tahun 2011. TLN. No. 5223.

Indonesia, Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.



107

Indonesia, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sandar Operasional Prosedur
Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Sumber Lain:

Data Primer diolah dari hasil wawancara dengan Bripka Joko Purwanto. selaku staff
penyidik Satreskrim di Polresta Bogor pada tanggal 3 Maret 2020. Lokasi di
Polresta Bogor Sektor Bogor Timur.

Data Primer diolah dari hasil wawancara dengan Desti Arini, SEE., sdaku staff
pegawai Bank Indonesia padatanggal 11 Me 2020 dan 28 Juli 2020.

https.//www.li putan6.com/news/read/3648569/detik-deti k- penyergapan-pengedar-

uang-palsu-rp-18-miliar-di-bogor Diakses pada tanggal 7 Agustus 2019
pukul 17.00 WIB.




